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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara Agraris, artinya susunan
kehi(iupan rakyatnya sebagian besar hidup dari pertanian. Dengan demikian tanah
mempunyai arti yang sangat penting bagi hidup dan penghidupan rakyat. Tanah
merupakan salah satu sumber utama bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.'
Makin besar akses rakyat terhadap tanah, makin besar pula kesefnpatan mereka
untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendongkrak martabat sqsial.
Dengan wilayah seluas hampir dua juta mil persegi (yang terbagi dalam 17.500
pulau)z, hamparan tanah di Indonesia mestinya memiliki potensi besar untuk
meningkatkan kemakmuran rakyat. Dari 225 juta jiwa penduduk, sekitar 39 qua3
diantaranya masih tergolong miskin dan sebagian besarnya merupakan pekerja
atau petani produktif yang hanya mengolah tanah dengan luasan kecil, yang tak
mencapai skala ekonomis hingga pada keterpaksaan untuk menggarap tanah milik
orang lain. Hal ini terjadi karena struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah (P4T), masih timpang. Berdasar pemyataan Kepala Badan

Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, jumlah sengketa dan konflik tanah di

'Soehadi, Masalah Tanah dan Pembangunan, Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri:
Yogyakagta, 1984, halaman 1.
Pelopor, “Renstra Sebuah Panduan Arah, Tanah-Air (Media Perancanaan BPN RI)”, Edisi I

2007, Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri-BPN RI, halaman 11.
*ibid, halaman 11.



Indonesia, per Agustus 2007 telah mencapai 7.488 kasus dan pendaftaran tanah di
Indonesia baru bisa diselesaikan 18 tahun mendatang.® Batasan resmi Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan
bahwa tanah adalah dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk
pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang
disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah
dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu
tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.’> Tanah seba;gai bagian dari
bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai
dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan macam-macam hak
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenal lebih dari 10 (sepuluh)
jenis penguasaan tanah® diantaranya yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan
dan hak sewa untuk bangunan yang merupakan jenis penguasaan tanah untuk
tanah-tanah yang diperlukan bagi proyek-proyek pembangunan yang dapat berupa

tanah negara ataupun tanah hak milik perseorangan. Dalam rangka

*Ibid, halaman 3.

Urip Santoso, Hukum Agraria da i
X graria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Medi z
Jakarta, 2007, halaman 10. uing

irul R, “Menggenjot Pendaftaran Tanah”, Tanah Air Media Perencanaan BPN isi
Ke-4 : Jakarta, 2007, halaman 12. o B



pengembangan dan peningkatan Sumatera Selatan sebagai “Lumbung pangan dan
Lumbung energi”, terutama pengembangan di bidang pertanian dan perkebunan,
maka diperlukan lahan pertanian yang memadai untuk mendukung program
tersebut salah satunya yakni melalui pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana
telah disebutkan dalam Pasal 28 UUPA bahwa HGU hanya dapat diberikan guna
perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Kepemilikan hak atas tanah
khususnya HGU hanya didapat melalui pendaftaran tanah yang sesuai prosedur
dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan
setempat. o
Pendaftaran tanah merupakan jaminan tertib hukum dan kepastian hukum
hak atas tanah yang dalam rangka pelaksanaan tugasnya pendaftaran tanah
dilakukan sebagai suatu kegiatan berupa pembukuan, pendaftaran tanah dan
pengalihan hak atas tanah.” Pendaftaran tanah dengan prosedur yang benar
merupakan suatu langkah awal terhadap proteksi pemerintah akan hak atas tanah,
déx;gan demikian mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, secara
wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara
melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) untuk menunjang pembangunan nasional. Selain tanah,

bangunan juga merupakan benda yang penting bagi manusia. Berbagai bangunan

T
Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agrari
Pelaksanaannya, BPN: Jakarta, 1990, halaman 12. dang g Fo graria dan Praktek



dibangun, baik yang produktif dan tidak produktif untuk memenuhi berbagai
kebutuhan manusia seoptimal mungkin.®

Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak terutama
kepentingan antara dua belah pihak yang seringkali mempunyai keinginan yang
berbeda dan saling bertentangan. Negara dalam hal ini sebagai pemungut Pajak
ingin melaksanakan Undang-undang Pajak dengan sebagaimana mestinya,
sedangkan pihak lain yaitu pembayar Pajak berusaha untuk menghindari
pelaksanaan undang-undang pajak tersebut.

Berdasar pada uraian di atas, maka penulis merasa 'tertarik untuk
mengetahui lebih jauh masalah pengenaan pajak dalam hak atas tanah, khususnya
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka tulisan yang
berbentuk skripsi ini penulis beri judul: “PENERAPAN PASAL 2 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000. TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TAI\‘IAH DAN BANGUNAN DALAM

PENGAJUAN HAK GUNA USAHA”

*Marihot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan 7
;5 Prake
RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003, halaman 3. ik



B. Permasalahan
Berdasar uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis mencoba
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah prosedur pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) yang sesuai
dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia?
2. ﬁagdmmakah penerapan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam

Pengajuan Hak Guna Usaha (HGU)?

C. Ruang Lingkup
Dalam hal ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang
hendak dibahas adalah tentang penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 terhadap Hak Guna Usaha. Pembahasan yang
dikemukakan adalah untuk menjawab permasalahan di atas semata-mata
ditinjau dari sudut ilmiah dan bukan untuk menimbulkan problem dari

kenyataan-kenyataan yang terjadi.



D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi tentang penerapan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap pengajuan Hak Guna Usaha adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan Hak Guna Usaha
yang semestinya pada kantor pertanahan setempat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dalam Pengajuan Hak Guna Usaha (HGU).

E. Manfaat Penelitian
. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Secara Teori

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan
pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum dan
bidang hukum perdata pada khususnya.

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

»

b. Secara Praktek
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengajuan Hak Guna

Usaha sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai saat terutangnya pajak khususnya BPHTB
dalam Hak Guna Usaha.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya
petugas atau pejabat yang berwenang dalam pemungutan BPHTB
khususnya petugas atau pejabat yang berkaitan dengan Hak Guna

Usaha.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis melakukan
penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris’ yang di tunjang oleh penelitian hukum normatif.'° Dalam
penelitian hukum empiris, penulis mencoba untuk melakukan kajian
terhadap penerapan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang BPHTB dalam prosedur pengajuan Hak Guna Usaha di lapangan
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan skripsi ini.

»

°Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta,
1986, halaman 51,
penelitian hukum empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelitian di lapangan guna

mendzapatl m yang diperoleh langsung dari sumber data (wawancara).
|

penelitian hukum normatif yaitu suatu pendekatan melalui kajian terhadap peraturan-
peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. ’



2. Jenis Data

a. Jenis Data terdiri dari:

1) Data Kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk
memperoleh data sekunder sebagai landasan teori. Data ini didapatkan
dari menelaah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur
tulisan-tulisan ilmiah, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang
berhubungan dengan pembuatz;n skripsi ini.

. 2) Data Lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan untuk
memperoleh data primer. I.Jntuk mendapatkan dala ini penulis
menggunakan metode - wawancara dengan menanyakan secara
langsung kepada para pejabat dan petugas yang berwenang atau terkait
dengan pelaksanaan pengajuan Hak Guna Usaha dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Sumber Data, terdiri dari:"'

1) Sumber Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumber data
melalui penelitian lapangan dalam hal ini wawancara.

2) Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui

studi kepustakaan guna mendapat data sekunder yakni melalui:

_ '_'Soe:jono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Radjawali Pers: Jakarta, Cet. Ke 3, 1990, halaman 52.



a. Bahan Hukum Primer yaitu dengan cara membaca dan
mempelajari bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan cara membaca dan
mempelajari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer berupa buku, majalah, makalah dan hasil penelitian
lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penje.lasan terhadap bahan hukﬁm primer dan

bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam
penulisan skripsi ini dari instansi terkait maka dilakukan penelitian yang
berlokasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palembang.

4. Analisis Data

»

Data yang berhasil diperoleh dan dihimpun, baik data primer maupun
data sekunder kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah data yang

diperoleh baik data primer maupun data sekunder tidak berupa angka,



10

melainkan berupa kata-kata dan kalimat yang berhubungan dengan tujuan
penelitian dan pokok bahasan, diteliti, dianalisis dikualifikasikan dengan
cara diuraikan dan disusun secara sistematis sehingga, akan dapat
menghasilkan kesimpulan dengan teknik deduktif'’, yaitu penarikan
kesimpulan dari keadaan umum kepada keadaan yang khusus, yang
berguna untuk menjawab permasalahan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

12
Depertemen Pendidikan dan Kebuda . ) ' .
Jakarta, 1999, halaman 216. yaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka:
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